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A. Latar Belakang

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah telah memberikan
kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri
pemerintahannya, namun demikian harus tetap mendapat dukungan penuh
dari pemerintah pusat dalam proses pelaksanaannya. Dengan adanya
otonomi daerah merupakan kesempatan bagi daerah untuk memuwujudkan
kemandirian yang berorientasi pada pemberdayaan lokal. Adapun sasaran
otonomi daerah ini ditujukankan pada tingkat kabupaten/kota, namun
sebenarnya sasaran otonomi daerah dimulai pada level pemerintahan di
tingkat paling bawah, yaitu desa. Seharusnya pembangunan daerah lebih
terfokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan otonomi
daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam
selurun bidang pemerintahan, kecuali biadang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta
kewenangan bidang lain.?

Untuk menunjukkan kewenangannya, pemerintah daerah harus
menjalankan otonomi daerahnya semaksimal mungkin. Adalah tujuan
pemerintah untuk meningkatkan Pembangunan Nasional melalui berbagai

program, sehingga pembangunan daerah dan pedesaan lebih merata dan

H.A Rosid Yaya M. Abdul Aziz dan Ade priangani, “Akuntabilitas dan Akseptabilitas
Pemerintah Daerah”. (Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002), hal. 266



serasi. Ketimpangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan, serta
disparitas pembangunan antar wilayah, masih menjadi persoalan utama bagi
pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Tingginya angka kemiskinan
di Indonesia merupakan akibat langsung dari pembangunan negara yang
tidak merata, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan UU
Nomor 6. Tahun 2014, desa adalah “kesatuan masyarakat hukum dengan
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam hukum. struktur pemerintahan negara kesatuan Indonesia”.
Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai desa,
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
secara bersama-sama bertanggung jawab atas struktur desa serta
pemantauan dan pengendalian pembangunan desa.

Sebagai pemerintahan masyarakat, UU Desa memperkuat status
desa, tetapi pula selau kekuatan pembangunan infrastruktur lokal dan
pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya UU Desa, lebih banyak dana
pemerintah akan masuk ke tingkat desa. Akan tetapi, pengelolaan dana desa
yang akuntabel dan transparan diperlukan guna memastikan bahwa

pengaruh kebijakan tersebut dapat dilihat oleh seluruh desa. Besarnya uang



yang diperoleh kota menciptakan optimisme bagi masa depan dusun dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.>

Merujuk aturan undang-undang, desa memiliki kekuasaan untuk
mengatur dirinya sendiri. Peningkatan pelayanan publik, perekonomian
desa yang berkembang dengan baik, dan pengurangan kesenjangan
pembangunan antar desa merupakan bagian dari misi Dana Desa untuk
memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan adanya
pemerataan pembangunan pedesaan. Proses merencanakan, melaksanakan,
menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan adalah
semua aspek pengelolaan keuangan desa. Proses merencanakan dan
melaksanakan program kerja yang direncanakan pemerintah desa didukung
dan dilaksanakan oleh pengelolaan keuangan APBDes. APBDes adalah
perencanaan keuangan tahunan desa. Alokasi Dana Desa termasuk
komponen APBDes. (Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk
mengelola keuangan desa sebagai sarana untuk mencapai tata pemerintahan
yang baik.

Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara
yang bertanggungjawab dan solid, serta efisien juga efektif dengan
mestabilkan keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain swasta,

negara, dan masyarakat.*
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Dana Desa (DD) adalah APBN yang mentransmisikan uang yang
ditujukan bagi desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara, yang
kemudian dimanfaatkan guna membiayai pelaksanaan, penyelenggaraan
pertumbuhan, pertumbuhan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat.®
Ketentuan tentang pengelolaan DD termuat dalam Permendagri No.113
Tahun 2014 terkait “pengelolaan keuangan desa”. Perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
merupakan langkah-langkah mengelola keuangan desa menurut
Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun pengelolaan keuangan Desa
diperbarui kembali. Perubahan tata kelola keuangan Desa ditegaskan pada
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Terkait “Pengelolaan Keuangan Desa”
yang harus ada tanda tangan Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo tanggal
11 april 2018 dan dimulai pemberlakuan sejak tanggal diundangkannya
permendagri nomor 20 tahun 2018 tanggal 8 mei 2018 oleh dirjen pp
kemenkumham Widodo Ekatjahjana.t Pada permendagri yang dibahas saat
ini Presiden Indonesia yakni Bapak Joko Widodo pernah memberi
pengarahan ke tiap pengelola keuangan desa dengan melaksanakan Padat
Karya Tunai Di Desa yang bersemboyan “sederhana serta memberi
informasi apa yang diperlukan secara terperinci atas kepentingan setiap

bidang”’. Maka terjadinya perubahan format perkades dan perdes

S Pasal 1 point 2 Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
13 Tahun 2020
¢ https://juraganberdesa.blogspot.com/2019/08/permendagri-no-20-th-2018-
pengelolaankeuangan-desa.diakses pada 16 November 2021. hal 126
" Nata Irawan, “Penjelasan Dirjen Bina Pemdes terkait Permendagri No 20/2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa”,dalam https:/www.Desapedia.id/begini-penjelasan-dirjen-bina-



dikarenakan Permendagri No. 20 Tahun 2018 ini mempunyai konsep
pembagian sub bidang dan penetapan sub bidang lalu urusan tersebut
ditegaskan pada UU No. 23 Tahun 2014 mengenai “Pemerintahan Desa”.
Sementara tahapan pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggung
jawaban dijalankan di tahun anggaran bersangkutan. Dalam mengelola
keuangan desa, pemerintah desa Wates masih ada kendala tang terjadi.
Kendala yang dialami oleh pemerintah desa Wates yairu keterbatasan
kemampuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa sebab
pengelolaan keuangan desa tahun 2020 dan pelaporan anggaran masih
menggunakan banner. Perencanaan merupakan langkah awal dalam
penatausahaan keuangan desa Gedangan dan Wates, dalam hal ini prioritas
pengelolaan uang daerah dalam memulainya terlebih dahulu harus
ditetapkan RKPDes dan APBDes. Adalah perpanjangan dari dokumen
RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKPDes).
Tahap implementasi dan administrasi akan menyusul. Pelaksanaannya
ditangani oleh tim yang disebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Bendahara desa bertanggung jawab atas bagian administrasi dari
proses tersebut hal ini sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan desa.
Untuk mengawasi penyelenggaraan semua Kkegiatan, data transaksi
keuangan dimasukkan ke dalam siskeudes oleh bendahara secara otomatis.

Saat itu pada bulan Juni ketika bendahara desa mulai mencairkan uang tunai.

pemdes-terkait-permendagri-no-20-2018-tentang-pengelolaaan-keuangan-Desa/ (16 November

2021)



Idealnya, administrasi dilakukan setelah jadwal kegiatan selesai. Saatnya
untuk fase pelaporan. Laporan status keuangan diberikan oleh bendahara ke
kepala desa tiap bulan. Kepala desa harus melaporkan laporan ke Bupati
yang merinci penggunaan keuangan daerah (DD). Format yang digunakan
adalah laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Di bulan Juli
setiap tahun, laporan semester pertama harus sudah selesai; Januari tahun
selanjutnya, laporan akhir tahun harus diselesaikan atau diajukan.

Pertanggungjawaban merupakan langkah terakhir dalam proses mengelola
keuangan desa. Pertanggungjawaban APBDes berhubungan dengan
pertanggungjawaban penggunaan dana desa (DD). Bupati diberikan laporan
pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban tersebut menunjukkan
akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (DD) dan
bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan program aktivitas yang sudah
dijadwalkan sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban dipergunakan
untuk pencairan dana desa (DD) tahun depan. Pemerintah desa harus
memiliki pengetahuan tentang undang-undang pengelolaan keuangan desa,
aturan, dan ketentuan lainnya, serta mempunyai integritas dan kemampuan
untuk menjalankan tata kelola keuangan desa. Karena bahaya pengelolaan
keuangan yang begitu tinggi, keahlian dan kejujuran aparat desa sangat
penting. Banyak contoh kasus pencurian uang desa (DD) yang
mengakibatkan kerugian. Hal ini menunjukkan betapa rentannya

penanganan dana desa terhadap korupsi.



Tepat tanggal 12 Maret 2020 World Health Organization (WHO)
yang merupakan sebuah organisasi kesehatan telah melakukan penetapan
bahwa Covid-19 selaku pandemi global. Terjadinya hal tersebut
dikarenakan kian meningkatnya negara yang menderita kasus tersebut.
Indonesia termasuk negara yang mengalami pandemi Covid-19. Keadaan
ini memaksa Indonesia merubah postur pada anggaran dan merubah arah
kebijakannya. Disahkan Perpu N0.1/2020 terkait “Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
COVID-19”. Lalu untuk wupaya Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi UU No0.2/2020 agar mengakomodir perubahan besar
dalam penggunaan anggaran tersebut. Semua ini perlu dilaksanakan
mengingat ancaman Covid-19 berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi,
juga kesejahteraan masyarakat.

Aturan ini membuat pengguna atau pengelola anggaran dapat
menyesuaikan belanja untuk mempercepat penanganan Covid-19
dimasyarakat saat ini. Dalam Permendes No. 11 Tahun 2019 dinyatakan
tentang DD di tahun 2020 harus memberi manfaat untuk perubahan yang
besar serta berpengaruh langsung bagi kualitas pengembangan mutu hidup
dan kesejah teraan masyarakat, memberi peningkatan layanan publik dan

pengendalian kemiskinan.® Saat adanya pandemi Covid-19 Permendes No.

2020.

8 Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun



11 Tahun 2019 yang tidak menjelaskan penggunaan dana desa untuk
menanggulangi Covid-19 harus ada perubahan penyesuaian kondisi yang
terjadi dengan memberlakukan Permendes No. 7 Tahun 2020 yang
menegaskan tentang perubahan prioritas dana desa.®

Perubahan mengenai prioritas pemanfaatan dana desa tahun
anggaran 2021 telah dipublikasikan menyesuaikan kondisi yang sedang
terjadi. Kementrian Desa menerbitkan Permendes PDTT 13 tahun 2020
mengenai Proiritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.2° Permendes ini
memprioritaskan pemanfaatan dana desa dan landasan umum pelaksanaan
pemanfaatan dana desa tahun 2021. Permendes PDTT 13 tahun 2020 tentag
prioritas pemanfaatan dana desa tahun 2021 tetap memprioritaskan
kesehatan masyarakat desa juga perbaiakan kondisi ekonomi masyarakat
desa dan permendesa ini digaris bawahi bahwasanya pandemi Covid-19
merupakan bencana yang dipicu karena adanya faktor nonalam yakni
Covid-19 yang mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.

Prioritas penggunaan dana desa menurut Permendes No 13 Tahun
2020 yaitu:

a. SDGs Desa

b. Pemulihan ekonomi nasional sesuai wewenang desa

c. Progam prioritas nasional sesuai kewenangan desa

d. Adaptasi kebiasaan baru desa

% Permendes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
10 Permendes PDTT 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021



Di Idonesia setiap Pemerintah Daerah diminta mendorong
pemerintah desa dengan memanfaatkan dana desa yang berasal dari
APBDes untuk menunjang pemerintah dalam kegiatan mencegah dan
menangani virus Covid-19 di tingkat desa. Untuk desa yang belum selesai
akan rancangan perubahan APBDes yang dilakukan diminta untuk segera
menuntaskan dengan disesuaikannya kondisi dan situasi yang sedang
dialami selaras akan aturan yang diberlakukan. Dilihat dari pergantian dan
peralihan pemanfaatan dana desa tahun 2020 yang dipergunakan untuk
menanggulangi dan bantuan Covid-19, perencanaan pembangunan dan
aktivitas yang sudah berjalan di desa dan telah dialokasikan pada APBDe
tahun 2020 terganggu dan ditunda pelaksanaannya. Pihak desa harus siap
meneruskan dan mengcover kegiatan dan pembangunan yang sedang
ditunda ini di tahun anggaran 2021.

Akibat dari semua yang diakibatkan kemunculan wabah Covid-19
ini yang tentunya melanda keseluruhan wilayah di Indonesia utamanya di
Desa Gedangan dan Desa Wates sehingga prioritas pemanfaatan dana desa
tahun 2021 yang sebelumnya sudah dirancangkan dan telah tersusun
akhirnya terjadi perunahan.

Berkenaan dengan apa yang penulis uraikan diatas, sehingga penulis
tertarik untuk menjalankan penelitian yang berjudul “Implementasi
Pengelolaan Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Dalam

Prioritas Penggunaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gedangan dan
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Desa Wates) Kabupaten Tulungagung”. Peneliti hendak melakukan

analisis apakah pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang

telah ditetapkan pemerintah yaitu sesui dengan Permendes No 13 Tahun

2020 terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Lalu sudah

tepatkah pengalokasian dana desa pada saat pandemi Covid-19 ini.

Penelitian ini difokus pada pengelolaan DD (Dana Desa) desa selama

pandemi Covid-19 di Desa Gedangan dan Desa Wates.

. Fokus Penelitian

1.

Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Gedangan dan Desa Wates
dalam prioritas penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19?
Bagaimana implementasi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan
Permendes Nomor 13 Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 di
Desa Gedangan dan Desa Wates?

Apakah kendala pengelolaan keuangan desa dalam prioritas penggunaan
dana desa di Desa Gedangan dan Desa Wates?

Apakah solusi untuk mengatasi kandala pengelolaan keuangan desa
dalam prioritas penggunaan Dana desa di desa Gedangan dan Desa
Wates?

Bagaimana perbedaan implementasi pengelolaan keuangan desa pada
masa pandemi covid-19 berdasarkan Permendes nomor 13 tahun 2020
dalam prioritas penggunaan dana desa di Desa Gedangan dan Desa

Wates Kecamatan Campurdarat Kababupaten Tulungagung?
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C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dalam prioritas
penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19.

Untuk menganalisis prioritas pengggunaan dana desa selama masa
pandemi Covid-19 menurut Permendes Nomor 13 Tahun 2020 di desa
Gedangan dan desa Wates.

Untuk menganalisis kendala dalam pengelolaan keuangan dalam
prioritas penggunaan dana desa di desa Gedangan dan desa Wates.
Untuk menganalisis solusi untuk mengatasi kendala pengelolaan
keuangan dalam prioritas penggunaan dana desa di desa Gedangan dan
desa Wates.

Untuk mengetahui perbedaan implementasi pengelolaan keuangan desa
pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun
2020 dalam prioritas penggunaan dana desa di Desa Gedangan dan Desa

Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, difokuskan kepada implementasi pengelolaan
keuangan desa dalam prioritas penggunaan dana desa yang termuat
pada permendagri no 20 tahun 2018 meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan bagaimana
desa memprioritaskan pemanfaatan dana desa dan mengalokasikan dana
desa selama masa pandemi Covid-19. Agar permasalahan penelitian

mempunyai kejelasan arahnya, sehingga peneliti memberi batas-batas
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masalah terhadap permasalahan penelitian, berikut batasan penelitian ini
peneliti hanya mengkai di 5 tahapan yakni: 1) Perencanaan, 2)
Pelaksanaan, 3) Penatausahaan 4) Pelaporan, 5) Pertanggungjawaban.
Dan implementasi Permendes Nomor 13 Tahun 2020 terhadap prioritas

pemanfaatan dana desa tahun 2021 di desa Gedangan dan desa Wates.

E. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini akan diperoleh beberapa manfaat, diantaranya:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi
pengembangan wawasan dan pemahaman teori ilmu ekonomi yang
berhubungan dengan ilmu akuntansi yang dapat diterapkan pada
pemerintah desa.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini bisa memberi tambahan ilmu
pengetahuan tentang pengelolaan keungan desa dan juga menjadi
pembelajaran untuk memperluas wawasan penulis tentang
pengelolaan keuangan dalam prioritas pemanfaatan dana desa
selaras akan Permendes No. 13 Tahun 2020.
b. Bagi pihak Universitas Islam Negeri Syayyid Ali Rahmatullah

Tulunganung
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Diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi
mengenai pengelolaan keuangan desa dalam prioritas pemanfaatan
dana desa sesuai dengan Permendes No. 13 Tahun 2020.

c. Bagi Desa Gedangan dan Desa Wates

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai
penggambaran terkait keadaan perencanaan, pengelolaan, serta
pertanggung jawaban fisik maka memberi peningkatan transparasi
dalam pengelolaan dan menjadi bahan evaluasi pengelolaan dana
desa (DD) yang sesuai dengan Permendesi No. 13 Tahun 2020 pada
desa — desa lain yang ada di kecamatan Campurdarat.

d. Bagi Penelitian selanjutnya.

Diharapkan hasil penelitain ini  bisa memperluas
pengetahuan bagi kemajuan akademis serta bisa menjadi refrensi
bagi peneliti berikutnya.

F. Definisi Penelitian
Penegasan istilah akan memperjelas alur penelitian baik secara teori
ataupun praktik di lapangan.
1. Definisi Konseptual
a) Keuangan Desa
UU desa mendefinisikan keuangan desa sebagai seluruh hal juga
kewajiban desa yang bisa dinilai mempergunakan uang dan semua
barang dan jasa yang ada hubungannya dengan pemenuhan hak juga

kewajiban desa.
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b) Pengelolaan Keuangan Desa
Seluruh aktivitas yagg mencakup perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan
desa.

c) Dana Desa
Ini merupakan dana yang berasal dal APBN, dana ini merupakan
dana yang ditujukan untuk desa dan desa adat yang ditransferkan
lewat APBD kabupaten/kota yang dipergunakan untuk mendanai
diselenggarakannya pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan pedesaaan. !

d) Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020
Permendes No 13 Tahun 2020 yang mengatur prioritas pemanfaatan
dana desa tahun 2021 vyaitu SDGs Desa bertujuan untuk
mewujudkan desa tanpa kelaparan dan kemiskinan, desa ekonomi
yang tumbuh merata, desa yang peduli kesehatan, lingkungan, peka
budaya, berjejaring, desa ramah, dan pendidikan guna memajukan
tujuan pembangunan kelanjutan. Permendesa No 13 Tahun 2020
memprioritaskan dana desa untuk kesehatan, dan perbaikan
ekonomi masyarakat desa pada tahun 2021. yang harus
digarisbawahi bahwa Permendes ini menyesuaikan dengan keadaan

saat ini yang masih tedampak Covid-19.

11 pasal 1 point 2 “Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
13 Tahun 2020”.
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Prioritas pemanfaatan dana desa tahun 2021 telah diatur dalam
Permendes yaitu No.13 Tahun 2020 yani:
a. SDGs Desa

b. Adaptasi kebiasaan baru desa
c. Pemulihan ekonomi nasional selaras akan wewenang desa
d. Program prioritas nasional sesuai wewenang desa

2. Definisi Operasional

Secra operarasional penegasaan konseptual diatas, Yyang
dimaksud dari “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Masa
Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13
Tahun 2020 Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa (Studi Pada Desa
Gedangandan Dan Desa Wates) Kabupaten Tulungagung” merupakan
kajian terhadap proses mengelola keuangan desa dalam peraturan
pemerintah atau Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan terkiat prioritas
pemanfaatan dana desa tahun 2021 sesuai peraturan Permendes No. 13
Tahun 2020 yang merupakan progam tahunan yang disusun secara rinci
menyesuaikan anggaran yang diperoleh pada Desa Gedangan dan Desa

Wates Kecamatan Campurdarat.

G. Sistematika Penulisan
Sistematika ini untuk mempermudah pembaca agar lebih mudah mendalami
isi penelitian. Penelitian ini tersusun atas enam Bab, adapun perinciannya

yakni:



BAB |

BAB Il
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PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan sejumlah alasan praktis atau
alasan teoritis tentang judul penelitian. Dijabarkan
secara garis besar tentang latar belakang masalah,
batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan
sistematika penulisan. Dalam bab I ini tersajikan latar
belakang yang ada kaitannya dengan bab Il. Pada bab
| dijelaskan alasan penulis menentukan judul
tersebut. Serta menerangkan masalah yang terjadi
pada objek penelitian. Akan tetapi pada bab | uraian
masalahnya yang masih berbentuk umum dan
nantinya akan lebih diperincikan secara khusus pada
bab II.

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjabarkan kajian pustaka tentang
analisis sistem akuntansi penggajian dan hitungan
gaji karyawan. Dan berisi penelitian terdahulu yang
berisikan pembahasan isi, dalam penelitian terdahulu
ada perbedaan dan persamaan yang akan
diperbandingkan dengan penelitian peneliti. Dalam
bab Il ini juga berisikan kerangka berpikir yang nati

mendukung peneliti untuk meringkas fenomena yang



BAB IlI

BAB IV
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jelas, pemetaan hubungan-hubungan maka dipahami
hubungan antar indikator tersebyt secara fungsional
dan konseptual dan dipergunakan untuk mengkaji
informasi secara menyeluruh. Di mana kerangka
berpikir ini nantinya akan membawa peneliti ke
dalam metode penelitian yang terdapat dalam bab I11
di mana metode penelitian yang terdapat dalam bab
I11 ini yakni metodologi penelitian kualitatif.
METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan cara peneliti memperoleh
data yang memuat prosedur pengadaan penelitian.
Berikut isi dari metode pengadaan penelitian
mencakup pedekatan dan jenis penelitian, lokasi
penelitian, kehadiran peneliti data dan sumber data,
teknik pengumpulan data, teknik analisis data,
pengecekan keabsahan data dan langkah-langkah
penelitian. Adanya pelaksanaan prosedur yang
sistematis dan sesuai nanti akan memperoleh hasil
yang sesuai harapan. Lalu hasil dari penelitian ini
akan diterangkan dalam bab 1V.

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan gambaran data atau

temuan peneliti yang tersajikan pada topik yang
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selaras akan pertanyaan penelitian dan hasil analisis
data lewat metode penelitian. Pada bab ini
menjelaskan hasil wawancara dan observasi peneliti.
Selanjutnya dari hasil penelitian dalam bab IV akan
dikombinasikan dengan teori yang bersumber dari
buku atau literature lainnya oleh peneliti. BAB V:
PEMBAHASAN pada bab ini berisikan pembahasan
yang menjawab seluruh masalah yang terdapat dalam
fokus penelitian yang ada dalam bab 1. Dalam bab ini
tersajikan pembahasan yang ditunjung dengan teori
yang bersumber dari berbagai sumber. Mengacu
hasil teori dalam bab IV dan bab V ini akan sebagai
serangkaian ringkasan dalam bab VI.

PENUTUP

Dalam bab ini berisikan ringkasan dari keseluruhan
serangkaian pembahasan. Lalu menarik simpulan
yang termasuk jawaban atas pengajuan pertanyaan
pada fokus penelitian dan mengungkapkan saran atas

dasar penelitian tersebut



